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ABSTRAK 

Indonesia merupakan salah satu Negara yang terdampak cukup besar akibat 

dari virus covid-19 ini, dimana kematiannya mencapai 8,9% pada akhir Maret 2020 

dan diprediksi masih akan terus bertambah jika dilihat dari kondisi Indonesia saat ini. 

Berdasarkan data sebaran kasus sampai dengan 16 Oktober 2020 sudah 349.000 

orang yang terkonfirmasi positif dengan jumlah; pasien sembuh sebanyak 274.000 

orang dan pasien meninggal sebanyak 12.268 orang. Sebagaimana dalam kasus 

Peningkatan Virus Covid-19 maka pemerintah mewajibkan untuk melakukan vaksin 

agar pandemic covid-19 segera berakhir. Adapun metodologi dalam penelitian ini 

menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta mengumpulkan data dengan 

menggunakan metode library search dan juga  menggunakan dua jenis data yakni 

data yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Ketentuan wajib vaksin berdasarkan 

peraturan perundang-undangan bahwa melakukan vaksinasi ditengah pandemi Covid-

19 merupakan suatu kewajiban untuk seluruh masyarakat maupun pemerintah dengan 

tujuan untuk memutus rantai penularan virus Covid-19, dan 2) Akibat hukum bagi 

masyarakat yang menolak vaksin yakni dijatuhkan sanksi administratif  berupa 

penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, 

penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, serta denda, tidak 

mendapatkan layanan kesehatan karena beresiko untuk terjangkit, dan berpotensi 

untuk melanggar hak orang lain. 

Saran dari penelitian ini adalah: 1) Dalam pelaksanaan ketentuan mengenai 

vaksin Covid-19, pemerintah harus lebih tegas dalam memberikan pemaparan 

mengenai pentingnya melakukan vaksin ditengah wabah Covid-19 yang menimpa 

hampir diseluruh dunia. 2) Jika wabah Covid-19 merupakan wabah yang mengancam 

kelangsungan hidup, maka sebaiknya masyarakat diharapkan mampu bekerja sama 

untuk menerapkan segala peraturan yang telah ditentukan pemerintah agar tujuan 

pemerintah utamanya di Kabupaten Semarang yakni memutus rantai penularan 

Covid-19 dapat terealisasi dengan baik tanpa merugikan siapapun.  

Kata Kunci: Vaksinasi, Covid-19, Peraturan Perundang-undangan, Akibat Hukum, 

Kewajiban Vaksinasi Covid-19 

  



 

viii 
 

ABSTRAK 

 

       Indonesia is one of the countries that has been significantly affected by the 

Covid-19 virus, where the death toll reached 8.9% at the end of March 2020 and is 

predicted to continue to increase if viewed from the current condition of Indonesia. 

Based on data on the distribution of cases as of October 16, 2020, there have been 

349,000 people who have been positively confirmed by the number; 274,000 people 

recovered and 12,268 people died. As in the case of the increase in the Covid-19 

virus, the government requires the government to carry out vaccines so that the 

COVID-19 pandemic ends soon. The methodology in this study uses normative 

juridical research methods and collects data using the library search method and also 

uses two types of data, namely data from primary legal materials and secondary legal 

materials. 

       The results of the study show that 1) Vaccine mandatory provisions are based on 

laws and regulations that vaccination in the midst of the Covid-19 pandemic is an 

obligation for the entire community and the government with the aim of breaking the 

chain of transmission of the Covid-19 virus, and 2) The legal consequences for 

people who refuse vaccines, namely administrative sanctions in the form of delaying 

or discontinuing the provision of social security or social assistance, delaying or 

discontinuing government administrative services, as well as fines, not receiving 

health services because of the risk of being infected, and potentially violating the 

rights of others. 

       Suggestions from this research are: 1) In implementing the provisions regarding 

the Covid-19 vaccine, the government must be more assertive in providing exposure 

to the importance of vaccines in the midst of the Covid-19 outbreak that afflicts 

almost all over the world. 2) If the Covid-19 outbreak is an epidemic that threatens 

survival, then the community should be expected to be able to work together to 

implement all the regulations that have been determined by the government so that 

the main government goal in Semarang Regency, namely breaking the chain of 

transmission of Covid-19 can be realized properly without harming anyone. . 

Keywords: Vaccination, Covid-19, Legislation, Legal Consequences, Obligation of 

Covid-19 Vaccination 
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